PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 211
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Badan Pengelola Pendapatan Daerah tentang Petunjuk
Teknis Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 89);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun
2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH



BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya
disebut Badan adalah Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.
Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat dan Badan.

Bidang adalah bidang pada Badan.

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan.

B

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah
Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian
dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,
tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

11. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan alat berat.

12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB
adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

13. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

14. Pajak Rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

15. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen

Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB

&

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



16.

17,

18.

19,

20,

21

22,
23.
24.

Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
Pengawasan Pajak dan Retribusi adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pengelolaan Pajak dan
Retribusi yang baik.

Program Kerja Pengawasan yang selanjutnya disingkat PKP adalah kegiatan
perencanaan pelaksanaan pengawasan Pajak dan Retribusi selama 1 (satu)
tahun anggaran untuk menentukan jenis pengawasan, susunan personal
pelaksana, subjek pengawasan, pelaksanaan pengawasan, jumlah sumber daya
manusia, dan sarana prasarana.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil suatu kegiatan
dengan standar, rencana dan/atau norma yang telah ditetapkan dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Rekomendasi adalah perintah koreksi internal Kepala Badan kepada Kepala Unit
Kerja atas hasil evaluasi.

Konsultansi adalah proses konsultasi, diskusi serta pemberian saran atau
masukan terkait penyusunan kebijakan dan/atau pelaksanaan suatu kebijakan
agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan standar, rencana dan/atau norma
dalam rangka mencapai tujuan.

Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan secara
terus menerus atau berkala dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Subjek Evaluasi adalah unit kerja yang dilakukan evaluasi.

Objek Evaluasi adalah suatu hal atau tema yang dilakukan evaluasi.
Kecurangan (Fraud) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk
mendapatkan keuntungan finansial dalam pemungutan Pajak dan Retribusi
melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengawasan Pajak dan Retribusi dilaksanakan dengan tujuan:

a.
b.

sebagai pedoman pelaksanaan Pengawasan Pajak dan Retribusi;

meningkatkan kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi; dan



c. meningkatkan pelayanan publik dalam pelayanan Pajak dan Retribusi.

Pasal 3
(1) Pengawasan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi:

a. perencanaan pengawasan;

o

perumusan kebijakan teknis pengawasan,;

evaluasi;

a0

penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;

®

tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;

pelaksanaan konsultansi; dan

5 0

tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan

pengawasan eksternal.

(2) Pedoman pelaksanaan pengawasan Pajak dan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bidang

Evaluasi dan Pembinaan.

(2) Bidang Evaluasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan pengawasan kepada Unit Kerja di lingkungan Badan, meliputi:

a. Bidang; dan
b. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengawasan
Pasal 5

(1) Perencanaan Pengawasan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui penyusunan PKP.

(2) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan.

(3) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. jenis pengawasan;

b. susunan personal pelaksana;



c. subjek pengawasan;
d. pelaksanaan pengawasan,
e. jumlah sumber daya manusia;
f. sarana prasarana.
(4) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Ketiga
Perumusan Kebijakan Teknis
Pasal 6

Perumusan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. perumusan dan penyusunan kebijakan produk hukum di bidang pengawasan

Pajak dan Retribusi;

b. perumusan dan penyusunan kebijakan non produk hukum di bidang
pengawasan Pajak dan Retribusi; dan

c. penyusunan standar operasional prosedur di bidang pengawasan Pajak dan

Retribusi.

Pasal 7

Penyusunan kebijakan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Evaluasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 8
(1) Jenis evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. evaluasi Pajak reguler;
b. evaluasi Retribusi reguler; dan

c. evaluasi untuk tujuan tertentu.

(2) Objek Evaluasi Pajak reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. PKB;



(3)

(4)

=

BBNKB;

PAB;

PBBKB;

e. PAP;

f. Pajak Rokok; dan
g. Opsen Pajak MBLB.

o o

Objek Evaluasi Retribusi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi meliputi:

a. Retribusi Tempat Usaha,;

b. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;

c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan; dan

d. Retribusi lain yang dilaksanakan oleh Badan.

Objek Evaluasi untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ diantaranya:

a. pengaduan masyarakat;

b. kebijakan atau perintah Kepala Badan;

c. objek Evaluasi untuk tujuan tertentu lainnya.

Pasal 9

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan terhadap:

a.

penyusunan kebijakan, program kerja dan/atau Standar Operasional Prosedur
Pajak dan Retribusi;

pelaksanaan atau penerapan kebijakan, program kerja dan/atau Standar
Operasional Prosedur Pajak dan/atau Retribusi;

kinerja pelayanan publik; dan

d. lainnya sesuai kebutuhan.

(1)

(2)

Paragraf 2
Tim Evaluasi
Pasal 10

Bidang Evaluasi dan Pembinaan melaksanakan evaluasi secara rutin/berkala

maupun sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan evaluasi.

Dalam melaksanakan evaluasi, pada Bidang Evaluasi dan Pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Evaluasi.
Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Kepala Bidang selaku Penanggungjawab Tim;
b. Kepala Sub Bidang selaku Ketua Tim merangkap Anggota Tim; dan
c. Anggota Tim.



(4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi;

b. memastikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku
sudah diimplementasikan oleh Subjek Evaluasi;

c. melaksanakan fungsi konsultansi;

d. menyiapkan usulan rekomendasi atas hasil evaluasi; dan

e. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 10 ayat (4), Tim Evaluasi

berkewajiban:

a. menyampaikan Surat Perintah Tugas Evaluasi;

b. memperlihatkan surat perubahan Tim Evaluasi kepada Subjek Evaluasi apabila
susunan keanggotaan Tim Evaluasi mengalami perubahan;

c. melakukan pertemuan dengan Subjek Evaluasi dalam rangka memberikan
penjelasan mengenai:
1) alasan dan tujuan Evaluasi;
2) hak dan kewajiban Subjek Evaluasi dan Tim Evaluasi.

d. meneliti, menganalisa, dan/atau menguji pengaduan masyarakat dan/atau
pihak yang berkepentingan;

e. memberikan hak kepada Subjek Evaluasi untuk memberikan komentar berupa
konfirmasi, klarifikasi dalam proses evaluasi;

f. melakukan pembinaan kepada Subjek Evaluasi dalam memenuhi kewajiban
pengawasan;

g. mengembalikan dokumen, data dan laporan kinerja pajak dan retribusi setelah
pelaksanaan evaluasi;

h. menyusun dan menyampaikan resume evaluasi kepada Subjek Evaluasi,

menyampaikan Kuesioner Evaluasi kepada Subjek Evaluasi; dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka Evaluasi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 10 ayat (4), Tim Evaluasi

mempunyai hak:

a. meminta seluruh akses teknologi informasi pada Subjek Evaluasi;



meminta dan menerima dokumen, data dan laporan kinerja pajak dan retribusi

yang diperlukan dari Subjek Evaluasi atau pihak lain yang dianggap perlu;

memanggil pejabat dan/atau pegawai pada Subjek Evaluasi untuk dimintai

keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

melakukan analisa dan/atau pengujian terhadap dugaan adanya bentuk

penyimpangan oleh pejabat dan/atau pegawai Subjek Evaluasi;

. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak

bergerak yang memberikan petunjuk evaluasi terkait kerja Subjek Evaluasi; dan

melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga dalam hal diperlukan dalam proses

evaluasi.

Paragraf 3
Subjek Evaluasi

Pasal 13

Subjek Evaluasi meliputi Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Evaluasi, Subjek Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 berkewajiban:

a.

b.

memberikan seluruh akses teknologi informasi pada Tim Evaluasi;

memberikan dan menyerahkan dokumen, data dan laporan kinerja pajak dan

retribusi yang diperlukan oleh Tim Evaluasi;

melakukan pengujian bersama Tim Evaluasi terhadap pengaduan masyarakat
dan/atau pihak yang berkepentingan terhadap dugaan adanya bentuk
penyimpangan oleh pejabat dan/atau pegawai;

memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

menerima hasil analisa dan/atau pengujian terhadap dugaan adanya bentuk

penyimpangan oleh pejabat dan/atau pegawai oleh Tim Evaluasi;

memberikan kesempatan bagi Tim Evaluasi untuk memasuki dan memeriksa
tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang memberikan
petunjuk evaluasi terkait kerja Subjek Evaluasi; dan

memberikan kesempatan bagi Tim Evaluasi untuk melakukan konfirmasi

dengan pihak ketiga dalam hal diperlukan dalam proses evaluasi.



Pasal 15

Dalam pelaksanaan Evaluasi, Subjek Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 berhak:

a. meminta kepada Tim Evaluasi untuk memperlihatkan Surat Perintah Tugas;

b. meminta kepada Tim Evaluasi untuk memperlihatkan surat yang berisi

perubahan Tim Evaluasi apabila terdapat perubahan susunan Tim Evaluasi;

c. meminta kepada Tim Evaluasi untuk memberikan penjelasan tentang alasan
dan tujuan Pengawasan, hak dan kewajiban, serta kewajiban dari Subjek
Evaluasi untuk memenuhi permintaan dokumen, data dan laporan kinerja

Pajak dan Retribusi, yang diminta oleh Tim Evaluasi;
d. memberikan komentar berupa konfirmasi, klarifikasi dalam proses Evaluasi;
e. mendapatkan pembinaan dari Tim Evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan;

f. menerima kembali dokumen, data dan laporan kinerja Pajak dan Retribusi

setelah pelaksanaan Evaluasi;
g. menerima Resume Evaluasi dari Tim Evaluasi;

h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Evaluasi melalui

pengisian kuesioner; dan

i. mendapatkan kerahasiaan atas segala sesuatu yang diketahui atau

diberitahukan kepada Tim Evaluasi dalam pelaksanaan Evaluasi.

Paragraf 4
Kertas Kerja Evaluasi
Pasal 16
(1) Anggota Tim Evaluasi mengisi Kertas Kerja Evaluasi.
(2) Kertas Kerja Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. data Pajak dan Retribusi,
b. analisa pengujian atas pengelolaan Pajak dan Retribusi; dan

c. informasi lainnya yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi.

(3) Kertas Kerja Evaluasi yang disusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditelaah oleh Ketua Tim Evaluasi.

(4) Kertas Kerja Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar

penyusunan Resume Evaluasi.

Y&



(5)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

(3)

(4)

Kertas Kerja Evaluasi disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan ini.

Paragraf 5

Resume Evaluasi
Pasal 17

Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyusun Resume Evaluasi.

Resume Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. ikhtisar kinerja Subjek Evaluasi;

b. catatan Evaluasi dan Pembinaan; dan

c. informasi lainnya yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi.

Dalam penyusunan Resume Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan diskusi dan konsultansi antara Tim Evaluasi dengan Subjek Evaluasi
berupa konfirmasi dan klarifikasi atas catatan yang dimuat dalam Resume

Evaluasi.

Resume Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh
Ketua Tim dan Kepala Unit Kerja Subjek Evaluasi.

Resume Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Ketua
Tim kepada Penanggungjawab Tim.

Resume Evaluasi disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan ini.

Paragraf 6
Laporan Hasil Evaluasi
Pasal 18

Penanggungjawab Tim menyusun Laporan Hasil Evaluasi berdasarkan Resume

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).

Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat simpulan

evaluasi, dasar pelaksanaan evaluasi dan hasil evaluasi;

Laporan Hasil Evaluasi ditandatangani oleh Kepala Bidang Evaluasi dan
Pembinaan selaku Penanggungjawab Tim untuk dilaporkan kepada Kepala

Badan.

Laporan Hasil Evaluasi disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan ini.



(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

(2)

Bagian Kelima
Penyusunan Rekomendasi Atas Hasil Evaluasi
Pasal 19

Rekomendasi atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d merupakan perintah untuk melaksanakan koreksi internal yang
ditetapkan oleh Kepala Badan.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan

Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat
Kepala Badan sebagai penegasan perintah koreksi internal yang dilampiri
dengan Laporan Hasil Evaluasi kepada Unit Kerja di lingkungan Badan sebagai
Subjek Evaluasi untuk melakukan tindakan perbaikan guna peningkatan
kinerja Pajak, kinerja Retribusi dan/atau pelayanan publik.

Bagian Keenam
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi
Pasal 20

Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

Pasal 3 huruf e disusun oleh Kepala Unit Kerja Subjek Evaluasi.

Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh Kepala Unit Kerja Subjek Evaluasi kepada Kepala
Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan

Rekomendasi atas hasil evaluasi.

Dalam hal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan rekomendasi
atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur
maka penyampaian tindak lanjut atas Rekomendasi hasil evaluasi dilaksanakan

pada hari kerja sebelumnya.

Bagian Ketujuh
Monitoring Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi
Pasal 21

Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Bidang Evaluasi dan

Pembinaan.

Monitoring dilaksanakan terhadap tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.



(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:

a. kebijakan;
b. administratif; dan

c. teknis.

Pasal 22

(1) Hasil Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam
Berita Acara Penyelesaian tindak lanjut atas Rekomendasi hasil evaluasi yang

berisi tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi dengan status :

a. Selesai,

b. Dalam Proses;

c. Belum;

oleh Subjek Evaluasi dalam menindaklanjuti Rekomendasi Atas Hasil Evaluasi.

(2) Berita Acara Penyelesaian tindak lanjut atas Rekomendasi hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan
bersama Kepala Unit Kerja Subjek Evaluasi.

(3) Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi
disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Konsultansi
Pasal 23

(1) Pelaksanaan konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g
merupakan proses konsultasi, diskusi serta pemberian saran atau masukan
terkait penyusunan kebijakan dan/atau pelaksanaan suatu kebijakan terkait
Pajak dan Retribusi yang dilaksanakan oleh Bidang Evaluasi dan Pembinaan

bersama Unit Kerja.
(2) Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat:

a. pelaksanaan Evaluasi,
b. tindak lanjut pemenuhan Rekomendasi Atas Hasil Evaluasi;

c. sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pembinaan.

(4) Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambahkan

dengan fungsi asistensi dan/atau pendampingan.



(2)

(3)

(2)

(1)

(2)

(1)

Bagian Kesembilan

Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dan

Pengawasan Eksternal

Pasal 24
Tindak lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan
pengawasan eksternal meliputi tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan
oleh:

a. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
b. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI); dan
c. Lembaga pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan
pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil
pengawasan dan/atau rekomendasi atas kinerja Pajak dan Retribusi pada Unit

Kerja.

BAB III
PENANGANAN DUGAAN KECURANGAN (FRAUD)
Pasal 25

Kepala Badan menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecu rangan.

Penerapan prinsip tidak mentoleransi kecurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan.

Pasal 26

Dalam hal terjadi dugaan kecurangan (Fraud), Kepala Badan melaksanakan
penanganan dugaan kecurangan (Fraud).

Penanganan dugaan kecurangan (Fraud) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tim Pemeriksaan Dugaan Kecurangan (Fraud) yang

dibentuk secara ad hoc.

Pasal 27

Struktur Tim Pemeriksaan Dugaan Kecurangan (Fraud) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota.



